Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan daerah;

.bahwa pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah yang

tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan

masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun

2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan

otonomi daerah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan huruf c,perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Daerah;



Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaTahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

.Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3281;

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
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Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha
Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3102);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya
Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5317);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintasdan Perpanjangan [jin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 216);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor
11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Tahun
1988 seri D Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

41.Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun
2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Nomor 13);

DenganPersetujuanBersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBREBES
dan

BUPATIBREBES

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Brebes.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Brebes.

BadanPendapatanDaerahKabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat Bapenda
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentudibidangretribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi
perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerahdengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, DanaPensiun, Persekutuan,
Perkumpulan,YayasanOrganisasiMassa,
OrganisasiSosialPolitik,atauOrganisasilainnya, Lembaga, dan Bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
PelayananKesehatanadalahsegalakegiatanPelayananKesehatanyang
diberikankepada pasiendalamrangkaobservasi,diagnosis,pengobatan,

rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya.
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RumahSakitUmum Daerahyang
selanjutnyadisebutRSUDadalahUnitPelaksanaTeknis
DinasKesehatanKabupatenBrebesyangmerupakan unsurpelaksana
operasionalDinasKesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan
masyarakat.

Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas
Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium.

Klinik Pengobatan Paru dan Kusta adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes yang merupakan unsur pelaksana opaerasional
Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayana kesehatan paru dan kusta.
Pelayanan rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi mental dan pelayanan
kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Pelayanan RawatDaruratadalah pelayanan kepada  pasien  tingkat
lanjutanyangharus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi
resiko kematian atau cacat, cidera diriatau menciderai orang lain.
PelayananRawatSehari(onedaycare) adalahpelayanankepadapasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis
dan/ataupelayanankesehatanlaindan menempatitempattidurkurang dari 1
(satu) hari.

Administrasi/RekamMedisadalahpelayanankepadapasienuntuk mendata
identitas dan catatan yang diperlukan untukkepentingan pasien di RSUD.
Tindakan Medis Operatifadalah tindakan bedah yang dilaksanakan oleh tenaga
medis di RSUD.

Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang akan
digunakan untuk penegakan diagnosa atau terapitik diRSUD.

Laboratorium adalahpelayanan yang diberikan kepadapasien di RSUD untuk
menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.

Radiologi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien diRSUD untuk
menunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu  pelayanan  langsung dan
bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan
sediaanfarmasidenganmaksudmencapaihasilyangpastiuntukmeningkatkan
mutu kehidupan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah.
RehabilitasiMedikadalahpelayananyangdiberikankepadapasiendiRSUD untuk

memperbaiki fungsi pada organ tertentu.
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Pelayanan Akupuntur adalah serangkaian tindakan pengobatan dan/atau
perawatan yang menggunakan teknik stimulasi pada titik-titik tertentu
dipermukaan tubuh untuk tujuan promotive, preventif, sympotomatic dan
paliatif.

PelayananKonsultasiKhususdanMedikolegaladalahpelayananyang diberikan
dalam bentuk konsultasi kesehatan secara klinis, konsultasi gizi,
VCT,Sanitasi,berhenti merokok,psikologi dan konsultasi yang berhubungan
dengan hukum di RSUD.

Pemeriksaan Elektromedik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien
di RSUD untukmenunjang penegakan diagnosa dan pemberian terapi.
Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien yang
memerlukan pelayanan rujukan kerumah sakit lain di RSUD.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatanyang selanjutnya disebut BPJS
Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan kesehatan nasional.

Bidan Praktik Swasta yang selanjutnya disingkat BPS adalah bidan praktik
perorangan yang memiliki tempat praktik, dan fasilitas penunjang praktik, serta
ikatan perjanjian kerjasama dengan Puskesmas tentang Pelayanan Persalinan
bagi peserta Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS
PelayananPasienadalahpelayanankesehatanyangdiberikan kepada pasien
peserta Jaminan Kesehatan Nasional, jaminan lainnya atau Pasien umum di
RSUD di Kabupaten Brebes.

Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh
tenaga medik.

Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan informasi obat.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan
atasjasa yang diberikan kepada pasien dalam rangkaobservasi, diagnosisi,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan
lainnya.

Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan
penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual-beli

berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
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Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh palaksana atas jasa sarana
yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada pasien atau pelayanan
lainnya.

Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan
Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes yang merupakan unsur
pelaksana operasional yang mempunyai kemampuan dan kewenangan

melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan.

Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas dan/atau kualitas.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran
kuantitas atau penakaran.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran
massa atau penimbangan.

Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai
pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbangan yang
menentukan hasil pengukuran penakaran, atau penimbangan.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya
disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera Ulang, bebas tera ulang,
bebas tera dan tera ulang.

Teraadalah suatu kegiatan menandai dengan tanda terasah atau tanda
terabatalyangberlakuataumemberikanKeterangan tertulis yang
bertandaTeraSahatautandaTeraBatalyangberlaku,dilakukanoleh Pegawai Berhak
berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-
alatUTTPyangbelumdipakai,sesuai persyaratandanatauketentuan yang berlaku.

Tera Ulangadalah suatu kegiatan menandai dengan tandaTera Sah atau
TandaTeraBatalyangberlakuataumemberikanKeterangantertulis yang bertanda
TeraSah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan
olehPegawaiBerhakberdasarkanhasil = pengujianyangdijalankanatas alat-alat
UTTP yangtelah di Tera.

Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk
membandingkan alatukurdengan standaruntuk satuanukuran yangsesuaiguna
menetapkansifat ukurnya(sifatmetrologisjatau menentukan besaran atau
kesalahan pengukuran.

Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalahSurat
yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar,

timbang dan Perlengkapannya dan/atau alat ukur Metrologi Teknis.
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Menaratelekomunikasiadalahbangunankhususyangberfungsisebagai sarana
penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau
bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan
telekomunikasi.

Rumah potong hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah sebuah bangunan
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemotongan hewan.
Penginapan/Pesanggrahan/VillaadalahTempatpenginapan/Pesanggrahan/Villa
termasuk didalamnya Wisma, asrama, balai Istirahat Pekerja, Pondok, Hotel
dan Motel yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah.
KendaraanUmumadalahKendaraanbermotoryangdisediakanuntuk dipergunakan
oleh umum dan dipungut bayaran.
MobilPenumpangadalahsetiapKendaraanbermotoryangdilengkapi sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
pengemudi,baikdenganmaupun tanpaperlengkapan pengangkutan bagasi.
BusKeciladalahkendaraanbermotordengankapasitas9(sembilan) sampai dengan
16(enam belas) denganukuran danjarakantar tempat duduk normal tidak
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6, 5 (empat
sampai dengan enam setengah) meter.

BusSedang adalah kendaraan bermotordengankapasitas16(enam
belas)sampaidengan28(duapuluh delapan)dengan ukuran danjarak antar
tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi
denganpanjangkendaraan lebihdari6,5-9(enamsetengahsampai dengan
sembilan) meter.
BusBesaradalahkendaraanbermotordengankapasitaslebihdari28 (dua puluh
delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk
tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan)
meter.

TaksiadalahKendaraanUmumdenganjenismobilpenumpangyang diberi tanda
khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.

Izin Insidentil adalahizinyangdapat diberikankepada perusahaan
angkutanyangtelah memilikiizintrayekuntukmenggunakan kendaraan bermotor
cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu)
kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak
dapat diperpanjang.

Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
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mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis
bangunan gedung.
UsahaPerikananadalahsemuausahaperoranganataubadanhukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikantermasuk kegiatan
menyimpan,mendinginkan,mengangkut ataumengawetkanikanuntuk tujuan
komersial.

UsahaPenangkapanlkanadalahkegiatanyangbertujuanuntuk
memperolehikandiperairanyangtidakdalamkeadaan dibudidayakan dengan alat
atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau
mengawetkannya.

UsahaPengangkutanlkan adalahkegiatanyangkhusus melakukan pengumpulan
dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan
ikan,baik yang dilakukanolehperusahaanPerikanan maupun oleh Perusahaan
bukan Perusahaan Perikanan.

UsahaPengumpulandan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil
perikanan dan mengangkut hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan
menggunakan alat pengangkutan darat.
UsahaPembudidayaanlkanadalahkegiatanuntukmemelihara, membesarkan
danatau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun,
termasuk  kegiatan  menyimpan, mendinginkan, mengangkut  atau
mengawetkannya untuk tujuan komersial.

Usaha Pengolahan Hasil Perikananadalah usaha atau perlakuan produksi pada
saatikan dipanen dan/atau pengolahannyabaik secara tradisional yaitu
pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan,
pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan
pengalengan.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asingyang selanjutnya disebut RPTKA
adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu
tertentu.

Pengesahan RPTKAPerpanjangan adalah pemberian Pengesahan

RPTKAPerpanjangan kepada pemberi kerja TKA.
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Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

JasaadalahkegiatanPemerintahDaerahberupausaha danpelayanan
yangmenyebabkanbarang,fasilitas, ataukemanfaatanlainnyayang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

JasaUmumadalah jasayangdisediakanataudiberikanolehPemerintah  Daerah
untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganutprinsip-prinsipkomersialkarenapadadasarnya dapatpula disediakan
oleh sektor swasta.

Kabel Bawah Tanah adalah semua jenis kabel yang konstruksinya dirancang
khusus untuk dipasang di bawah permukaan tanahyang dituangkan dalam
Standar Industri Indonesia.
PerizinanTertentuadalahkegiatantertentuPemerintahDaerahdalam rangka
pemberianizin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdayaalam,
barang,prasarana,saranaataufasilitastertentu  gunamelindungi  kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadiatau Badan yangmenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
MasaRetribusiadalahsuatujangkawaktutertentuyangmerupakan bataswaktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasadan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalahsuaturangkaian kegiatanmulaidaripenghimpunan data
objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

PendaftarandanPendataanadalahserangkaiankegiatanuntuk memperoleh
data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi
dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara
lengkap dan benar

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
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menggunakan formuliratau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
SuratKetetapanRetribusiDaerah,yangselanjutnyadisingkatSKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusiyang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.
PembayaranRetribusiDaerahadalahbesarnyakewajibanyangharus
dipenuhiolehWajibRetribusisesuaidengan SuratKetetapanRetribusi Daerah dan
Surat Tagihan RetribusiDaerah ke Rekening Kas Umum
Daerahatauketempatlainyangditunjukdenganbataswaktuyang telah ditentukan.
PenagihanRetribusiDaerahadalahserangkaiankegiatanpemungutan Retribusi
Daerah yang diawalidenganpenyampaian surat peringatan, suratteguran yang
bersangkutanmelaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi
sesuaidengan jumlah Retribusi yang terutanmg.
UtangRetribusiDaerahadalahsisautangRetribusiatasnamawayjib
RetribusiyangtercantumpadaSurat TagihanRetribusiDaerah,Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang
masih terutang.
Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalamrangkamelaksanakanketentuan peraturanperundang-undangan Retribusi
Daerah.

Insentif adalah uangperangsang yang diberikan atas kinerja tertentu.

Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan RetribusiDaerah setiap
bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
Insentifpemungutanadalahpenghargaandalambentuk uangyang diberikankepada
instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan

pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan
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besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta
pengawasan penyetorannya atas dasar kinerja tertentu.
Kedaluwarsaadalahsuatualatuntuk memperolehsesuatuatauuntuk dibebaskan
dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Penyidikantindak pidana dibidang retribusiadalahserangkaian tindakanyang
dilakukan olehPenyidikPegawai NegeriSipil yang selanjutnya disebutPenyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat
terangtindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

PenyidikadalahPejabatPolisiNegaraRepublikIndonesiaatauPejabat
PegawaiNegeriSipilyangdiberitugasdanwewenang khususoleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan.
PenyidikPegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPPNSadalah pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberiwewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penguji Kendaraan Bermotor adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan tugas pengujian kendaraanbermotor.

Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik
berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatasrel.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik
yang berada pada kendaraanitu.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau
memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor,
kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laikjalan.

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor
yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta
gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.

Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala
kendaraanbermotor.

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan

barang.
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Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
dipergunakan oleh umum dengan dipungutbayaran.

Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus
dan/atau dibesituakan dalam satuanprosentase.

Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor
diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang ujikeluar.

Mutasi Uji adalah Kendaraan wajib uji yang pindah domisilinya dari daerah
Kabupaten Brebes ke daerah lain atausebaliknya.

Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat
maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

Kartu uji adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data identifikasi kendaraan
bermotor dan indentifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa

berlakuuji.

BAB II
JENISRETRIBUSIDAERAH

Pasal2

Jenis RetribusiDaerah meliputi :

a. Retribusi JasaUmum;

b. Retribusi JasaUsaha;dan

c. RetribusiPerizinanTertentu.
Pasal3

Retribusi jasaumumsebagaimana dimaksuddalamPasal 2huruf a,meliputi:

o

o o

5o o

e

RetribusiPelayananKesehatan;
RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan;
RetribusiPelayanan PemakamandanPengabuanMayat;
RetribusiPelayananParkirdi TepidalanUmum;
RetribusiPelayananPasar;
RetribusiPengujianKendaraanBermotor;
RetribusiPemeriksaanAlatPemadamKebakaran;
RetribusiPenggantianBiaya CetakPeta;
RetribusiPenyediaandan/atau PenyedotanKakus;
RetribusiPengolahanLimbahCair;
RetribusiPelayananTera/Tera Ulang; dan

RetribusiPengendalianMenara Telekomunikasi.



Pasal4
Retribusi JasaUsaha sebagaimana dimaksuddalamPasal 2huruf b,meliputi:

a. RetribusiPemakaianKekayaanDaerah;

b. RetribusiPasar Grosirdan/atau Pertokoan;

c. Retribusi TempatPelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. RetribusiTempatKhusus Parkir;

f. Retribusi TempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Rumah PotongHewan;

h. Retribusi PelayananKepelabuhanan;

—e

Retribusi TempatRekreasi danOlahraga;
j- RetribusiPenyeberangandi Air;dan

k. RetribusiPenjualanProduksi UsahaDaerah.

Pasal5
RetribusiPerizinanTertentusebagaimanadimaksuddalampasal2huruf c,meliputi:
a. Retribusi PersetujuanBangunan Gedung;

b. Retribusi IzinUsahaPerikanan; dan
c. Retribusi Penggunaan TKA.
BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM
BagianKesatu
RetribusiPelayananKesehatan
Paragrafl

PenyelenggaraanPelayananKesehatan

Pasal6
(1) PenyelenggaraanPelayananKesehatanmeliputi:
a. Pelayanan Kesehatan;
b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan; dan
c. Pelayanan Kesehatan Paru dan Kusta.
(2) PelayananKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat(l)hurufaadalahpelayanan
kesehatan RSUD di KabupatenBrebes.
(3) pelayanan laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, serta pelayanan kesehatan klinik pengobatan paru dan kusta sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan kesehatan di lingkungan

dinas kesehatan.

Paragraf2
Nama,Objekdan SubjekRetribusi
Pasal7
DengannamaRetribusi PelayananKesehatandipungutretribusi ataspelayanan
kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal8

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
adalah pelayanan kesehatan di RSUD, balai pengobatan dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, kecuali Pelayanan Pendaftaran.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan
kesehatan ditempat pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, BLUD, dan pihak swasta.

Pasal9
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan

kesehatandari Pemerintah Daerah.

Paragraf3
GolonganRetribusi
Pasall0
RetribusiPelayananKesehatan sebagaimana

dimaksuddalamPasal7digolongkansebagai retribusi jasa umum.

Paragraf4
CaraMengukur TingkatPenggunaanJasa
Pasalll

Tingkatpengunaanjasaretribusi  pelayanan kesehatandihitungberdasarkanjenis

pelayanan, bahan / peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf5
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall?2



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Prinsipdansasarandalam penetapantarifRetribusiPelayanan Kesehatan

ditetapkan dengan memperhatikan biayapenyediaanjasayangbersangkutan,

kemampuanmasyarakat,aspek keadilan, danefektivitaspengendalianatas
pelayanankesehatan.
Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat(l)meliputi biayaoperasi

danpemeliharaan, biaya bunga, danbiaya modal.
Dalamhal penetapantarifsepenuhnyamemperhatikanbiaya

penyediaanjasa,penetapantarifhanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf6
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasall3

Perhitungan Tarif berdasarkan pada Unit Cost ditambah Biaya Jasa Pelayanan

dan Biaya lain yang tidak termasuk dalam Unit Cost.

Struktur dantarif retribusipelayanan kesehatandigolongkan berdasarkan

jenispelayanan kesehatan.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan

kesehatan di RSUDdan pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan tindakan cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa

pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Tarif Retribusi bagi pasien yang menggunakan pelayanan rawat inap dan

pelayanan kesehatan di RSUD ditentukan sebagai berikut :

a. Komponen dalam tarif rawat inapdan Pelayanan kesehatan RSUDmeliputi
akomodasi, tarif visi dokter, tarif asuhan keperawatan, serta pelayanan
penunjang non medik;

b. Pengenaan tarif paket rawat inap ibu bersalin selain dikenakan tarif untuk
perawatan ibu, dikenakan tarif untuk akomodasi perawatan bayinya sebesar
50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah tarif akomodasi ibu; dan

c. Perawatan Bayi resiko tinggi di ruang bayi dikenakan biaya sesuai dengan
kelas khusus.

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan, Klinik

Pengobatan Paru dan Kusta dikelompokkan menjadi pelayanan terdiri dari :

a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

b. Laboratorium Klinis;

c. Unit Pengobatan;

d. Unit Penunjang;

e. Unit Promosi'; dan



f. Mobil Ambulan.

(7) Tarif retribusi rawat sehari (one day care) ditetapkan sebagaimana tersebut
pada Lampiranyang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(8) Struktur danbesarnyatarif RetribusiPelayananKesehatanRSUDdi Kabupaten
Brebes, Laboratorium Kesehatan dan Klinik Pengobatan Paru dan Kusta
ditetapkan sebagaimana tersebutpada Lampiran IA, IB, dan ICyang merupakan

bagiantakterpisahkan dariPeraturanDaerah ini.

BagianKedua
RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasall4
DengannamaRetribusiPelayananPersampahan/KebersihandipungutRetribusi
sebagai pembayaran atas

pelayananpersampahan/kebersihanyangdiselenggarakanolehpemerintahdaerah.

Pasall5
ObjekRetribusiPelayananPersampahan/KebersihansebagaimanadimaksuddalamPa
sall4adalah pelayananpersampahan/kebersihanyangdiselenggarakan oleh
PemerintahDaerahmeliputi:

a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya / penghasil ke Tempat
Penyimpanan Sementara (TPS);

b. Pengangkutan sampah dari sumber/penghasil dan/ atau Tempat Penyimpanan
Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

c. Pengiriman sampah dari penghasil ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pasall6
Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh pelayananpersampahan/kebersihandaripemerintah
daerah.
Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasall?7

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 adalah golonganRetribusi JasaUmum.



Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasall8
(1) Tingkatpenggunaanjasaretribusi pelayananpersampahan/kebersihandiukur
berdasarkan jenis dan/atauvolumesampah.
(2) Jenis sampahsebagaimana dimaksudpadaayat(l)adalahsampahorganik danan-
organik yangtidakberbahaya.
(3) Dalamhalvolumesampahsulitdiukur,makavolumesampahdimaksudditaksirdeng
an berbagai pendekatanberdasarkanluas lantai, jenis usaha, atau besarnya
SPPT PBB.

Paragraf4
PrinsipdanSasarandalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal19

(1) Prinsipdansasarandalam
penetapantarifRetribusiPelayananPersampahan/Kebersihan didasarkanpada
biayapenyediaanjasa,kemampuanmasyarakat, aspekkeadilandan
efektivitaspengendalianatas pelayananpersampahan/kebersihan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat(l)meliputi biayaoperasi
danpemeliharaan,biaya bunga, danbiaya modal.

(3) Dalamhal penetapantarifsepenuhnyamemperhatikanbiaya

penyediaanjasa,penetapan tarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal20

Struktur dan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan ditetapkan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ilyang merupakan bagian tak

terpisahkan dariPeraturanDaerahini.

BagianKetiga
RetribusiPelayanan PemakamandanPengabuan Mayat
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal21



DengannamaRetribusi PemakamandanPengabuanMayat dipungutretribusi
ataspelayananpemakamandanpengabuanmayat yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal22
ObjekRetribusiPelayananPemakamandanPengabuanMayatsebagaimana
dimaksuddalamPasal
2ladalahpelayananpemakamandanpengabuanmayatyangmeliputi :

a. pelayananpenguburan/pemakaman termasukpenggaliandan pengurukan,
pembakaran/pengabuanmayat;dan
b. pemakaiantempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang

dimiliki atau dikelolaPemerintahDaerah.

Pasal23
SubjekRetribusiPelayananPemakamandanPengabuanMayatadalahorangpribadiatau
badan yang memperoleh pelayananpemakamandan/ataupengabuanmayat yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal24

Retribusi Pelayanan PemakamandanPengabuanMayat sebagaimana

dimaksuddalam Pasal21 adalahgolonganRetribusi Jasa Umum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal25

Tingkatpenggunaanjasaretribusipelayananpemakamandanpengabuanmayatdiukurb
erdasarkan jenis, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas

pemakaman dan/ataupengabuanmayat.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal26
(1) Prinsipdansasaran dalam

penetapantarifRetribusiPelayananPemakamandanPengabuan

Mayatditetapkandenganmemperhatikan



biayapenyediaanjasayangbersangkutan, kemampuanmasyarakat,aspek
keadilan, danefektivitas pengendalianataspelayanan
pemakamandanpengabuanmayat.

(2) Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat(1l)meliputi biayaoperasi
danpemeliharaan, biayabunga, danbiaya modal.

(3) Dalamhal penetapantarifsepenuhnyamemperhatikanbiaya

penyediaanjasa,penetapan tarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasal27
Struktur dantarifretribusipelayananpemakamandanpengabuanmayatditetapkan
sebagaimana tersebutpadalLampiranlllyang merupakan bagiantakterpisahkan

dariPeraturanDaerahini.

BagianKeempat
RetribusiPelayanan Perkir di Tepi Jalan Umum
Paragrafl
Nama, ObjekSubjek, dan Penyelenggara Retribusi

Pasal28
DengannamaRetribusiPelayanan Parkir di Tepi Jalan Umumdipungutretribusi
ataspelayananparkir ditepi jalam umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal29
ObjekRetribusiPelayanan  Parkir di Tepi Jalan Umum  sebagaimana
dimaksuddalamPasal28adalah penyediaanpelayananparkir ditepi
jalanumum,yangditentukanPemerintahDaerahsesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal30
SubjekRetribusi Parkirdi Tepi Jalan Umum adalahorangpribadi ataubadanusaha
yang memanfaatkan/menggunakan/menikmatipelayananparkir ditepi jalan umum.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal31

RetribusiParkirdi Tepi Jalan Umum  sebagaimana dimaksuddalamPasal

28digolongkansebagai Retribusi JasaUmum.



Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal32

TingkatpenggunaanjasaRetribusi Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan

jenis kendaraan dan jangka waktu.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal33

(1) PrinsipdansasarandalampenetapantarifRetribusi Parkir di tepi jalan umum
ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaanjasa yangbersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, danefektivitas pengendalianatas
parkir.

(2) Biayasebagaimanadimaksudpadaayat(l) meliputi biayaoperasidanpemeliharaan,
biaya bunga, danbiaya modal.

(3) Dalamhalpenetapantarif sepenuhnyamemperhatikan biaya

penyediaanjasa,penetapan tarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal34

(1) Struktur dan tarif RetribusiParkirdi Tepi Jalan Umumdigolongkan berdasarkan
jenis kendaraan yang diparkir.

(2) Struktur dan besarnya tarifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [Vyang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BagianKelima
RetribusiPelayananPasar
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal35



DengannamaRetribusiPelayanan Pasar dipungutRetribusi sebagai pembayaran
ataspelayanan fasilitas pasarrakyat/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang

dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal36
(1) ObyekRetribusiPelayananPasarsebagaimanadimaksuddalamPasal 35
adalahpenyediaanfasilitaspasar rakyat/ sederhana
berupapelataran,los,kiosyangdikelolaPemerintahDaerah, dan khusus

disediakan untuk pedagang.
(2) di kecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas

pasar yang dikelola oleh BUMN,BUMD, dan pihak swasta.

Pasal37
Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusiada pada Perangkat Daerah
yang membidangi pasar dan objek retribusi Pasar KhususHewan ada

padaPerangkat Daerah yang membidangi peternakan.

Pasal 38
SubjekRetribusi PelayananPasaradalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan pasar.
Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal39

RetribusiPelayananPasar sebagaimana

dimaksuddalamPasal35adalahgolonganRetribusi JasaUmum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal40

Tingkatpenggunaanjasapenyediaan pelayananpasardiukur berdasarkanfrekuensi

layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal41



(1) PrinsipdansasarandalampenetapantarifRetribusi PelayananPasar ditetapkan

dengan memperhatikan biayapenyediaanjasayangbersangkutan,
kemampuanmasyarakat,aspekkeadilan, danefektivitaspengendalianatas
pelayananpasar.

(2) Biayasebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi

biayaoperasidanpemeliharaan, biaya bunga, danbiaya modal.
(3) Dalamhalpenetapantarif sepenuhnyamemperhatikan biaya

penyediaanjasa,penetapan tarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal4?2

(1) Struktur tarif retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis
fasilitas yang terdiri atas pemanfaatan halaman/pelataran, los, dan atau kios,
luas lokasi dan jangka waktu pemakaian dan pemakaian layanan fasilitas
pada pasar dan pasar hewan.

(2) Lokasisebagaimanadimaksudpadaayat(l)digunakanuntukmenentukan kelas
pasar.

(3) Kelaspasarsebagaimanadimaksudpadaayat(2)ditetapkanolehKepalaDaerah.

(4) Strukturdanbesarnyatarifsebagaimanadimaksudpadaayat(1l)tercantum
dalamLampiranVyangmerupakan bagiantakterpisahkandariPeraturan Daerah
ini

BagianKeenam

RetribusiPengujianKendaraanBermotor

Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal43
DengannamaRetribusiPengujian KendaraanBermotordipungutretribusi atas

pelayananpengujian kendaraanbermotoryangdisediakanoleh Pemerintah Daerah.

Pasal44
ObjekRetribusiPengujianKendaraanBermotor sebagaimana dimaksuddalamPasal
43adalah pelayananpengujian kendaraanbermotor, termasuk kendaraan bermotor
di air,sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan,

yangdiselenggarakanoleh PemerintahDaerah.



Pasal45
(1) SubjekRetribusi PengujianKendaraanBermotoradalahorangpribadi atau
badanyangmenggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraanbermotor,
termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Uji

Kendaraan Bermotor Tepat Waktu.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal46

RetribusiPengujianKendaraanBermotor, sebagaimana

dimaksuddalamPasal43digolongkaansebagai Retribusi JasaUmum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal47
Tingkatpenggunaanjasaretribusi
pengujiankendaraanbermotor,berdasarkanfrekuensi, fasilitas danperalatan
pengujiankendaraanbermotor.
Paragraf4

PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal48

(1) PrinsipdansasarandalampenetapantarifRetribusi Pengujian KendaraanBermotor,
ditetapkan denganmemperhatikan biaya penyediaanjasa yangbersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspekkeadilan, danefektivitas pengendalianatas
pelayananpengujiankendaraan bermotor.

(2) Biayasebagaimanadimaksudpadaayat(l) meliputi biayaoperasidanpemeliharaan,

biaya bunga, danbiaya modal.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal49



(1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor
ditentukan dari jenis pelayanan uji, jenis kendaraan bermotor yang diujikan,
dan bukti lulus uji elektronik yang dipergunakan.

(2) Tarif retribusi penilaian teknis untuk penghapusan, barang bukti/sitaan
kendaraan bermotor.

(3) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana pada

Lampiran VI.

BagianKetujuh
RetribusiPemeriksaanAlatPemadamKebakaran
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal50

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi
atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat

penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwaoleh Pemerintah Daerah.

Pasal51
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh
Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan

jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal52
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau
badan yang memperolehpelayananpemeriksaan dan/atau pengujian alat
pemadamkebakaran.
Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal53

RetribusiPemeriksaan Alat PemadamKebakaransebagaimana dimaksuddalamPasal

50digolongkansebagai Retribusi JasaUmum.



Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal54

Tingkatpenggunaanjasaretribusipemeriksaanalatpemadamkebakaran
diukurberdasarkan frekuensi,jenisalatpemadamkebakaran,danjumlah

alatpemadamkebakaran yangdiperiksaatau diuji.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal55
(1) Prinsipdansasarandalam penetapantarifRetribusiPemeriksaan
AlatPemadamKebakaran ditetapkan denganmemperhatikan biaya

penyediaanjasa yangbersangkutan, kemampuan masyarakat, aspekkeadilan,

danefektivitas pengendalianatas pelayananpemeriksaanalat
pemadamkebakaran.
(2) Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat(l)meliputi biayaoperasi

danpemeliharaan, biaya bunga, danbiaya modal.
(3) Dalamhal penetapantarifsepenuhnyamemperhatikanbiaya

penyediaanjasa,penetapantarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal56

Strukturdantarifretribusipemeriksaanalatpemadamkebakaranditetapkansebagaima
natersebut pada  LampiranVIlyangmerupakan  bagiantakterpisahkan  dari

PeraturanDaerahini.

BagianKedelapan
RetribusiPenggantianBiaya CetakPeta
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasal57



Dengan namaRetribusi Penggantian Biaya Cetak Petadipungut retribusiatas

pelayanan penyediaan petayang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal58
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

57adalah penyediaanpetayangdibuat oleh PemerintahDaerah.

Pasal59
SubjekRetribusiPenggantianBiayaCetakPetaadalahorangpribadiataubadanyangmen
ggunakan/ menikmatipelayananpenggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal60

RetribusiPenggantianBiayaCetakPetasebagaimanadimaksuddalamPasal 57

digolongkansebagai Retribusi JasaUmum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal61

Tingkatpenggunaanjasaretribusipenggantianbiayacetakpetadiukurberdasarkanjuml

ahpeta, jenis dan/atau ukuran peta.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal62

(1) Prinsipdansasarandalampenetapantarif Retribusi
PenggantianBiayaCetakPetaditetapkan
denganmemperhatikanbiayapenyediaanjasayang
bersangkutan,kemampuanmasyarakat, aspekkeadilan, danefektivitas

pengendalianatas pelayananpenggantianbiaya cetakpeta.



(2) Biayasebagaimanadimaksudpadaayat(1l)hanya
memperhitungkanbiayapencetakandan pengadministrasian.
(3) Dalamhalpenetapantarifsepenuhnyamemperhatikanbiayapenyediaanjasa,peneta

pantarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal63

(1) Dasarpenetapanbesarnyatarifretribusipenggantianbiayacetakpeta
adalahskala,jenis peta, danukurankertas.

(2) Besarnyaretribusisebagaimana dimaksudpadaayat (1) ditetapkansebagaimana
tersebut pada LampiranVIllyang merupakan bagiantakterpisahkan dari

PeraturanDaerahini.

BagianKesembilan
RetribusiPenyediaandan/atau PenyedotanKakus
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal64

DengannamaRetribusiPenyediaandan/atauPenyedotanKakusdipungutretribusi
atas pelayananpenyediaandan/atau penyedotan kakusoleh Pemerintah Daerah.

Pasal65

(3) ObjekRetribusiPenyediaandan/atauPenyedotanKakussebagaimanadimaksuddal
amPasal 64adalahpelayananpenyediaandan/atau penyedotan kakus
yangdilakukan olehPemerintah Daerah.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal66
SubjekRetribusiPenyediaandan/ataupenyedotanKakusadalahorangpribadiataubada

nyang menggunakan /menikmati fasilitaspelayananpenyediaandan/atau

penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.



Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal67

RetribusiPenyediaandan/atau PenyedotanKakussebagaimana dimaksuddalamPasal

64digolongkansebagai Retribusi JasaUmum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal68

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur

berdasarkan frekuensi layanan dan volumetinja.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal69
Prinsipdansasarandalam
penetapantarifRetribusiPenyediaandan/atauPenyedotan Kakus ditetapkan
denganmemperhatikan biaya penyediaanjasa yangbersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspekkeadilan, danefektivitas pengendalianatas
pelayananpenyediaan dan/atau penyedotan kakus.
Biaya sebagaimana dimaksudpada ayat(1l)meliputi biayaoperasi
danpemeliharaan, biaya bunga, danbiaya modal.
Dalamhal penetapantarifsepenuhnyamemperhatikanbiaya

penyediaanjasa,penetapantarif hanya untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasal70
Tarif retribusi penyediaandan/atau penyedotan kakus

digolongkanberdasarkanukurankakus/septiktank.

Struktur danbesarnya tarifsebagaimana disebutkanpada
ayat(1)ditetapkansebagaimana
tersebutpadaLampiranlXyangmerupakanbagiantakterpisahkan

dariPeraturanDaerahini.



(3) Ketentuansebagaimana disebutpada ayat(2), akandiatur
lebihlanjutdenganKeputusan Bupati Brebes.
(4) Untuk  rumahibadah, sekolah, madrasah,pondokpesantren  danpanti

asuhanditetapkan50% (lima puluhpersen) daritarif yangberlaku.

BagianKesepuluh
RetribusiPengolahanLimbahCair
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal71

DengannamaRetribusi PengolahanLimbahCairdipungut retribusi atas

pelayananpengolahanlimbahcairolehPemerintah Daerah.

Pasal72

(1) ObjekRetribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimanadimaksud dalamPasal
7ladalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,perkantoran,dan
industri yangdisediakan,dimiliki,dan/atau dikelolasecarakhususolehPemerintah
Daerah dalam bentuk instalasipengolahanlimbahcair.

(2) dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta; dan

b. Pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau

sarana pembuangan lainnya.

Pasal73

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahanlimbahcairyang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola olehPemerintah Daerah.
Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal74

RetribusiPengolahanLimbahCairsebagaimanadimaksuddalamPasal

71digolongankan sebagaiRetribusiJasa Umum.

Paragraf3



Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal75
Tingkatpenggunaanjasaretribusi pengolahanlimbahcair diukur

berdasarkanfrekuensi layanandan/atau volume limbah cair.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal76

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair
ditetapkan denganmemperhatikanbiayapenyediaanjasayang
bersangkutan,kemampuanmasyarakat, aspekkeadilan, danefektivitas
pengendalianatas pelayananpengolahanlimbahcair.

(2) Biayasebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputibiaya
operasidanpemeliharaan,biaya bunga, danbiaya modal.

(3) Dalamhalpenetapantarif sepenuhnya
memperhatikanbiayapenyediaanjasa,penetapantarif hanya

untukmenutupsebagianbiaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal77

(1) Struktur dantarifretribusipengolahanlimbahcair ditetapkan berdasarkanvolume.
(2) Tarifretribusisebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkansebagaimanatersebut
padaLampiranXyang merupakanbagiantakterpisahkandariPeraturanDaerah ini.

(3) Ketetapanmengenaigolonganlimbahcairditetapkanoleh Bupati.

BagianKesebelas
RetribusiPelayananTera/Tera Ulang
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasal78

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas
pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya, dan
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Pasal 79

ObjekRetribusiPelayananTera/TeraUlangsebagaimana dimaksuddalamPasal
78adalah:

a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

b. pengujianbarangdalamkeadaanterbungkus yangdiwajibkan sesuai

denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

SubjekRetribusiPelayananTera/TeraUlangadalahorangpribadiataubadanyangmemp

erolehpelayanantera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal81

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

78digolongkansebagai Retribusi JasaUmum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal 82

Tingkatpenggunaanjasaretribusipelayanantera/teraulangdiukurberdasarkantingkat
kesulitan, karakteristik,jenis,kapasitas, danperalatanpengujianyangdigunakan.
Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal 83

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

tera/tera ulang.



(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal84

(1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sebagaimana tersebut pada
Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(2) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan
kembali.

BagianKeduabelas
RetribusiPengendalianMenara Telekomunikasi
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasal85

Dengan nama retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi

atas pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi.

Pasal 86

Objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasisebagaimana dimaksud
dalam pasal 85 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan aspek tataruang, keamanan, dan kepentingan umum.



Pasal87

SubjekRetribusiPengendalian MenaraTelekomunikasiadalah orang
pribadiataubadan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara
telekomunikasi yang diberikan.
Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasal 88
RetribusiPengendalianMenara Telekomunikasisebagaimana dimaksuddalamPasal

84 digolongkansebagai Retribusi JasaUmum.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal89

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur
berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal90
(1) Prinsipdansasarandalampenetapantarifretribusipengendalianmenara
telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
(2) Biaya pengendalian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya
operasional pengendalian, pengawasan dan audit menara telekomunikasi untuk
menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan

penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasal 91
(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan atas
tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan



dalam rangka pengendalian, pengawasan dan audit yang dihitung berdasarkan
frekuensi pengendalian, pengawasan dan audit.

(2) Tarifretribusimerupakannilairupiahyangditetapkanuntukmenghitung besarnya
retribusi yang terutang.

(3) Penghitungan  tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional
pengendalian, pengawasan dan audit dengan komponen biaya sebagai berikut:
a. Transportasi
b. Uang harian; dan
c. Alat Tulis Kantor.

(4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana ayat (3)
disesuaikan dengan standarisasi harga pengendalian, pengawasan dan audit
Menara yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan
mempertimbangkan variabel zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak
tempuh atau besarannya berdasarkan perhitungan tarif tunggal.

(6) Rumusan penghitungan besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud padaayat(l) tercantumdalam
Lampiran Xllyang merupakan bagian tidakterpisahkan dariPeraturan Daerah
ini.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA
BagianKesatu
RetribusiPemakaianKekayaanDaerah
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasal92

DengannamaRetribusiPemakaianKekayaanDaerahdipungutRetribusi sebagai

pembayaran ataspemakaian kekayaandaerah.

Pasal93

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal92adalah pemakaiankekayaanDaerahyang meliputi:
a. PemakaianTanah;
b. PemakaianBangunan;

c. PemakaianKendaraan/Alat-alatberatmilik daerah; dan



d. Pemakaian laboratorium.

(2) Dikecualikan dari pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang
tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang
listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi
jalan umum.

Pasalo4

Kewenangan pemungutan terhadap obyek retribusiPemakaian Kekayaan Daerah

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal95

(1) SubjekRetribusi PemakaianKekayaanDaerahadalahorangpribadi atau
badanyangmenggunakan/memakaikekayaandaerah yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memanfatkan

pemasangan kabel bawah tanah wajib mengembalikan ke keadaan semula.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasalo6

Retribusi PemakaianKekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

92digolongkansebagai Retribusi JasaUsaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal97

TingkatpenggunaanjasaRetribusiPemakaianKekayaanDaerah

diukurberdasarkanjenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasalo8



(1) Prinsipdansasarandalam penetapanbesarnya tarifRetribusi

PemakaianKekayaanDaerah didasarkanpada tujuanuntukmemperoleh
keuntunganyanglayak.

(2) Keuntungan yanglayaksebagaimana dimaksudpada
ayat(1l)adalahkeuntunganyang diperoleh apabila pelayananjasausaha

tersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal99

(1) Struktur retribusi pemakaiankekayaandaerahdigolongkan berdasarkanjenis
kekayaan yang digunakan danjangkawaktupemakaian.

(2) Tarif retribusi pemakaian kekayaandaerahsebagaimana dimaksudpada
ayat(l)dan tarif laboratorium ditetapkan sebagaimanatersebutpada

LampiranXlllyangmerupakan bagiantakterpisahdari Peraturan Daerahini.

BagianKedua
RetribusiPasar Grosirdan/atau Pertokoan
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasal100
DengannamaRetribusiPasarGrosirdan/atauPertokoandipungutRetribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir.

Pasall101
(1) ObjekRetribusi PasarGrosirdan/atau Pertokoansebagaimanadimaksuddalam
Pasal100adalah penyediaanfasilitaspasargrosirberbagaijenisbarang,dan
fasilitaspasar/pertokoan yang
dikontrakkan,yangdisediakan/diselenggarakanolehPemerintahDaerah.
(2) Dikecualikan dari penyediaan pasar grosir dan/ atau pertokoan adalah fasilitas
pasar yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.



Pasal102
SubjekRetribusiPasar Grosirdan/atauPertokoanadalahorangpribadiataubadanyang
menggunakan,/ memakai fasilitaspasar grosirdan/atau pertokoan yang disediakan

/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasal103
RetribusiPasarGrosirdan/atauPertokoansebagaimanadimaksuddalamPasal100digol

ongkansebagai Retribusi JasaUsaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal104

Tingkatpenggunaanjasaretribusipasargrosirdan/ataupertokoandiukurberdasarkanl

uas,jenis, dankelas pasarsertajangka waktu.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall05

(1) PrinsipdansasarandalampenetapanbesarnyatarifRetribusiPasarGrosirdan/atauP
ertokoan didasarkanpada tujuanuntukmemperoleh keuntunganyanglayak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan
yangdiperolehapabilapelayananjasausahatersebutdilakukansecaraefisiendanber

orientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall06

(1) Struktur tarif pasar grosir dan/ataupertokoandigolongkan berdasarkanjenis
fasilitas, luas, kelas pasardanjangkawaktu kontrak.

(2) Kelas pasarsebagaimana dimaksudpada ayat(1l)ditetapkan olehKepalaDaerah.

(3) Struktur danbesarnya tarifditetapkan sebagaimanatersebutpada LampiranXIV

yang merupakan bagiantakterpisahdari PeraturanDaerahini.



BagianKetiga
Retribusi TempatPelelangan
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasal107
DengannamaRetribusi TempatPelelangandipungutretribusi sebagai pembayaran
ataspelayanan penyediaantempat pelelanganyang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan
hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di

tempat pelelangan.

Pasal108
(1) Objek  Retribusi TempatPelelangansebagaimana dimaksuddalam  Pasal
107adalahpelayananpenyediaan tempatpelelanganyang
secarakhususdisediakanolehPemerintahDaerahuntukmelakukan pelelangan
ikan,ternak,hasil bumi,dan hasil hutantermasukjasa pelelangan
sertafasilitaslainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
(2) Dikecualikan objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan,

dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal109
Subjek Retribusi Tempat Pelelanganadalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan tempatpelelangandari Pemerintah Daerah untuk
melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Paragraf2
GolonganRertribusi

Pasalll0

RetribusiTempat
PelelangansebagaimanadimaksuddalamPasal107digolongkansebagai
RetribusiJasaUsaha.
Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasallll



Tingkatpenggunaanjasaretribusitempatpelelangandiukurberdasarkanfrekuensidan

/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.
Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasalll2

(1) Prinsipdansasarandalampenetapanbesarnyatarif

RetribusiTempatPelelangandidasarkan pada tujuanuntukmemperoleh
keuntunganyanglayak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang

diperolehapabilapelayananjasausahatersebutdilakukansecaraefisiendanberorien

tasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall13
Strukturdantarifretribusitempatpelelanganditetapkansebagaimanatersebutpadalam
piranXVyang merupakan bagiantakterpisahkan dariPeraturanDaerahini.

BagianKeempat
Retribusi Terminal
Paragrafl

Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasall14
DengannamaRetribusiTerminaldipungut

retribusiataspelayananpenyediaanfasilitasterminalolehpemerintah daerah.

Pasalll5
(1) ObjekRetribusiTerminal
sebagaimanadimaksuddalamPasall 14adalahpelayananpenyediaan
tempatparkiruntukkendaraan penumpang dan
bisumum,tempatkegiatanusaha,dan fasilitas lainnya di lingkunganterminal,
yangdisediakan,dimiliki, dan/ataudikelolaolehPemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta



Pasall1l6
SubjekRetribusi Terminal adalahorangpribadiatau badanyangmenggunakan
/menikmatipelayananfasilitasterminal yang disediakan/diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasall1l7
Retribusi Terminalsebagaimana dimaksuddalamPasall 14digolongkansebagai
Retribusi Jasa Usaha.
Paragraf3

Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal 118

Tingkatpenggunaanjasaretribusi terminal diukur berdasarkanfrekuensi danjenis

jasa terminal yang diberikan.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal 119
(1) Prinsipdansasarandalam penetapanbesarnya tarifRetribusi Terminal

didasarkanpada tujuan untuk memperoleh keuntunganyanglayak.
(2) Keuntunganyanglayaksebagaimana dimaksudpada
ayat(l)adalahkeuntunganyangdiperoleh apabila pelayananjasausaha

tersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasal120
(1) StrukturretribusiTerminaldigolongkanberdasarkanpelayananterminal dan
usaha penunjang terminal.
(2) TarifretribusiTerminalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantum dalam

Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan
Daerah ini.
BagianKelima
Retribusi TempatKhususParkir

Paragrafl



Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasall21

DengannamaRetribusiTempatKhususParkirdipungutretribusi

ataspelayananpenyediaan tempat khusus parkiroleh pemerintah daerah.

Pasal122
(1) ObjekRetribusiTempatKhususParkirsebagaimanadimaksuddalamPasall21ladala
hpelayanan tempatkhusus parkir yangdisediakan, dimiliki,
dan/ataudikelolaolehPemerintahDaerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal123
SubjekRetribusiTempatKhususParkiradalahorangpribadiataubadanyangmenggunak
an/menikmatipelayanan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.

Paragraf2

GolonganRetribusi

Pasall124

RetribusiTempatKhususParkirsebagaimanadimaksuddalamPasal121digolongkanse

bagai Retribusidasa Usaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasall125

Tingkatpenggunaanjasaretribusitempatkhususparkirdiukurberdasarkanjenistempat

parkirdan jenis kendaraanbermotoryangdiparkir.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall26

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat
Khusus Parkir didasarkanpada tujuanuntukme ‘mperoleh

keuntunganyanglayak.



(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang
diperolehapabilapelayananjasausahatersebutdilakukansecaraefisiendanberorien

tasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal 127

(1) Struktur retribusi tempatkhusus parkir digolongkan berdasarkanjenis
tempatparkirdanjenis kendaraanyangdiparkir.

(2) Tarif retribusitempatkhusus parkir ditetapkansebagaimana tersebutpada
LampiranXVIlyang merupakan bagiantakterpisahkandariPeraturanDaerahini.
BagianKeenam
Retribusi TempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasall128
Dengan nama RetribusiTempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa dipungutretribusi
atas pelayanan tempatpenginapan/pesanggarahan/villa yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal129

(1) ObjekRetribusi TempatPenginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolaolehPemerintahDaerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat
penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal130

SubjekRetribusiTempatPenginapan/pesanggrahan/villaadalah
orangpribadiataubadanyang menikmati pelayanan tempat
penginapan/pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Paragraf2



GolonganRetribusi

Pasall31

RetribusiTempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksuddalam

Pasal 128digolongkansebagai Retribusi JasaUsaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal132

Tingkatpenggunaanjasaretribusitempatpenginapan/pesanggrahan/villadiukurberda

sarkanjenis pelayanandangolongantarifatas tempatyangdiberikan.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasal133
(1) Prinsipdansasarandalam penetapanbesarnya tarifRetribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa  didasarkanpadatujuanuntuk memperoleh
keuntunganyang layak.

(2) Keuntunganyanglayaksebagaimana dimaksudpada
ayat(1l)adalahkeuntunganyang diperoleh apabila pelayananjasausaha

tersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall34

Tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagaimana
tersebut padaLampiranXVIllyangmerupakan
bagiantakterpisahkandariPeraturanDaerah ini.
BagianKetujuh
Retribusi RumahPotongHewan
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi



Pasall135

Dengan namaRetribusiRumah PotongHewandipungutretribusi
ataspelayananpenyediaan fasilitas rumahpemotonganhewan oleh Pemerintah

Daerah.

Pasall36

(1) Obyek retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasall35adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan
ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olehPemerintah
Daerah.

(2) DikecualikandariobyekRetribusiRumahPotongHewansebagaimana
dimaksudpadaayat(l)adalahpelayananpenyediaan fasilitasrumah
pemotonganhewanternakyangdisediakan,dimilikidan/ataudikelola oleh BUMN,

BUMD dan pihak swasta.

Pasal137
KewenanganpemungutanterhadapobyekretribusiRumahPotong Hewan
sebagaimanadimaksuddalampasall36dilakukanoleh PerangkatDaerah yang
membidangi peternakan.

Pasal138

SubjekRetribusiRumahPotong Hewan adalah orang pribadiataubadanyang
memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas
rumahpemotonganhewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasal 139
Retribusi RumahPotongHewansebagaimana

dimaksuddalamPasal135digolongkansebagai RetribusiJasa Usaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa



Pasall40

Tingkatpenggunaanjasaretribusirumahpotonghewandiukurberdasarkanjenispelayan

an,jenis ternak,danjumlahternakyangakandipotong.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall41l

(1) Prinsipdansasarandalam penetapanbesarnya tarifRetribusi Rumah PotongHewan
didasarkanpada tujuanuntukmemperoleh keuntunganyanglayak.

(2) Keuntunganyanglayaksebagaimana dimaksudpada
ayat(l)adalahkeuntunganyang diperoleh apabila pelayananjasausaha

tersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall142

(1) BesarnyatarifretribusiRumahPotongHewanditetapkanberdasarkan tarif pasar
yang berlaku diwilayah Kebupaten Brebes

(2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulitditemukan, maka tarif ditetapkan
sebagai jumlah pembayaranpersatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan
jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;dan

b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai ternak tidak
tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan,
biaya listrik, dan semuabuaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan dengan
penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya
lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. biayamodalyangberkaitandengantersedianyaaktivatetapdanaktiva
lainnyayangberjangkamenengahdan panjangyangmeliputiangsuran dan
bunga pinjaman nilaisewa tanahdan bangunan danpenyusutan aset;dan

d. biaya-biayalainnyayangberhubungandenganpenyediaanjasa,seperti bunga

atas pinjaman jangka pendek.



(4) Keuntungansebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufbditetapkan dalam

presentase tertentu dari total biaya sebagaimana pada ayat (3) dan modal.

(5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dalam Lampiran XIXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

BagianKedelapan
RetribusiPelayananKepelabuhan
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasall143

DengannamaRetribusiPelayanan Kepelabuhandipungut retribusiataspelayananjasa

kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelolaoleh Pemerintah Daerah.

Pasal 144

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasall43adalah pelayananjasa kepelabuhanan,termasukfasilitas
lainnyadilingkunganpelabuhanyangdisediakan, dimiliki,dan/atau

dikelolaolehPemerintahDaerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kepelabuhan yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasall45
SubjekRetribusi PelayananKepelabuhanadalahorangpribadi atau

badanyangmenggunakan /menikmati pelayanan kepelabuhan yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasal 146



RetribusiPelayananKepelabuhansebagaimana dimaksuddalamPasal143

digolongkansebagai RetribusiJasa Usaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal147

Tingkatpenggunaanjasaretribusi pelayanankepelabuhanandiukur berdasarkanjenis

danjumlah pelayananyangdiberikan.

(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal 148
Prinsipdansasarandalam penetapanbesarnya tarifRetribusi
PelayananKepelabuhan didasarkanpada tujuanuntukmemperoleh
keuntunganyanglayak
Keuntunganyanglayaksebagaimana dimaksudpada
ayat(l)adalahkeuntunganyang diperoleh apabila pelayananjasausaha

tersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall49

Struktur tarifretribusi pelayanankepelabuhandigolongkan berdasarkanjenis

jasa yang diberikan.

Struktur dantarifretribusisebagaimana dimaksudpada

ayat(1l)adalahsebagaiberikut :

a. Struktur danbesarnya TarifBagi PelabuhanLokal dalamKabupatenditetapkan
sebagaimanatersebutpada LampiranXXyangmerupakan
bagiantakterpisahkandari PeraturanDaerah ini.

b. Struktur danbesarnya tarifbagi pelabuhanumum/pelabuhanyangdiusahakan
untuk jenis pelayananjasakepelabuhanansebagai berikut:

- Jasa bongkarmuatbarang/hewan;

- Jasa kepelabuhanlainnya



(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaijenis pelayananjasakepelabuhanantersebutdi
atas ditetapkanoleh Bupati setelah mendapatpersetujuanDewan
PerwakilanRakyat Daerah.

BagianKesembilan
Retribusi TempatRekreasidanOlahraga
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasal150
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

yang dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasall51
(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasall50adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,
dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal152
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasall53

RetribusiTempatRekreasidanOlahragasebagaimanadimaksuddalamPasall 50digolo

ngkansebagai Retribusi JasaUsaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal 154
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga diukur
berdasarkan jenis pelayanan dan golongan tarif.

Paragraf4



PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall55

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi
dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

(2) Terhadap kegiatan enven tertentu dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga
dan tarifnya dapat disesuaikan sesuai Prinsip dan sasaran dimaksud ayat (1)
satu;

(3) Penyesuaian dan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dua diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasal 156

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis
pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan
sebagaimana tersebut pada Lampiran XXlyang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BagianKesepuluh
RetribusiPenyeberangandi Air
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasall157
Dengan nama Retribusi Penyeberangan diAir dipungutretribusi ataspelayanan
penyeberanganorang atau barang dengan menggunakan kendaraandi airyang

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal158
(1) ObjekRetribusi PenyeberangandiAirsebagaimanadimaksuddalam
Pasall57adalahpelayanan penyeberangan
orangataubarangdenganmenggunakankendaraandiairyangdimilikidan /atau
dikelolaolehPemerintahDaerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan yang

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.



Pasal159
SubjekRetribusiPenyeberangandiAiradalahorangpribadiataubadanyangmenggunaka
n/menikmati pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf2

GolonganRetribusi

Pasal 160

RetribusiPenyeberangandiAirsebagaimanadimaksuddalamPasall 57 digolongkanse

bagai RetribusiJasa Usaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasall61

Tingkatpenggunaanjasaretribusipenyeberangandiairdiukurberdasarkankendaraand

anberat barangyangdiseberangkan.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall62

(1) Prinsipdansasarandalam penetapanbesarnya tarifRetribusi PenyeberangandiAir
didasarkan pada tujuanuntukmemperoleh keuntunganyanglayak.

(2) Keuntunganyanglayaksebagaimana dimaksudpada
ayat(1l)adalahkeuntunganyang diperoleh apabila pelayananjasausaha

tersebutdilakukan secaraefisiendanberorientasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall63

TarifretribusipenyeberangandiairditetapkansebagaimanatersebutpadaLampiranXXII

yang merupakan bagiantakterpisahkan dari PeraturanDaerahini.

BagianKesebelas

RetribusiPenjualanProduksi UsahaDaerah



Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasall164

Dengan namaRetribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusiatas

penjualanhasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 165

(1) ObjekRetribusiPenjualanProduksiUsahaDaerahsebagaimana
dimaksuddalamPasall64adalah penjualanhasil produksi usaha Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal166
SubjekRetribusiPenjualanProduksiUsahaDaerahadalahorangpribadiataubadanyang

memperoleh produksiusahadaerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasall67
Retribusi PenjualanProduksi Usaha Daerahsebagaimana dimaksuddalamPasall63

digolongkansebagai Retribusi JasaUsaha.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasall168

Tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur

berdasarkan jenis, kualitas, ukuran, danjumlahkebutuhanyangdiperlukan.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal 169



(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Penjualan
Produksi UsahaDaerahdidasarkan pada tujuanuntuk memperoleh
keuntunganyanglayak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang
diperolehapabilapelayananjasausahatersebutdilakukansecaraefisiendanberorien

tasi pada harga pasar.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasall170
Tarifretribusipenjualanproduksiusahadaerahditetapkansebagaimanatersebutpadal

ampiranXXIllyang merupakan bagiantakterpisahkan dariPeraturanDaerah ini.

BAB V
RETRIBUSIPERIZINAN TERTENTU
BagianKesatu
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi

Pasall71

DengannamaRetribusi Persetujuan Bangunan GedungdipungutRetribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan pemberian izin perizinan yang diberikan kepada

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis
bangunan gedung.

Pasall172

(1) Objek RetribusiPersetujuan Bangunan Gedungadalah
pemberianizinuntukuntuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung .

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan
pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan
gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat
bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik
fungsi.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.



Pasal 173
SubjekRetribusiPersetujuan Bangunan
Gedungadalahorangpribadiataubadanyangmemperolehizin membangun baru,

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung.

Paragraf2
GolonganRetribusi

Pasall74

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 171

digolongkansebagai RetribusiPerizinanTertentu.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasall75

(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diukur
berdasarkan atas faktor luas bangunan, tingkat/ketinggian bangunan, rencana
penggunaan bangunan, letak bangunan, konstruksi bangunan dan
pengesahan.

(2) Faktor-faktor sebagaimanadimaksudpadaayat(1l)diberikan bobot(koefisien).

(3) Besarnyakoefisiensebagaimana dimaksudpada ayat(2)ditetapkansebagaimana
tersebut pada LampiranXXIVyangmerupakan bagianyangtidakterpisahkan
dariPeraturanDaerahini.

(4) Tingkatpenggunaanjasa dihitungsebagai perkaliankoefisien-

koefisiensebagaimana dimaksud pada ayat(3).

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi
Pasall76
(1) Prinsipdansasarandalam penetapantarifRetribusi Persetujuan
BangunanGedung didasarkan pada
tujuanuntukmenutupsebagianatauseluruhbiaya penyelenggaraanpemberianizin
yangbersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraanpemberianizinsebagaimanadimaksudpada

ayat(l)meliputi penerbitandokumen izin,pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampaknegatifdaripemberianizintersebut.

Paragraf5



Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall77
Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedungsebagaimana tersebut pada
LampiranXXIVyangmerupakan bagianyangtidakterpisahkan
dariPeraturanDaerahini.

BagianKedua
Retribusi IzinUsahaPerikanan
Paragrafl
Nama, ObjekdanSubjekRetribusi
Pasall78

DengannamaRetribusilzinUsahaPerikanandipungutretribusi ataspelayanan
pemberianizin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatanusaha

penangkapandanpembudidayaan ikan.

Pasall79
ObjekRetribusilzinUsaha Perikanan
sebagaimanadimaksuddalamPasall78adalahpemberianizin kepada orang pribadi
atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan

pembudidayaan ikan.

Pasal180
SubjekRetribusilzinUsaha Perikananadalah orangpribadiataubadanyang

memperolehizinusaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasal181
RetribusilzinUsahaPerikanansebagaimanadimaksuddalamPasall78digolongkanseb

agaiRetribusiPerizinan Tertentu.

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal182
Tingkatpenggunaanjasaretribusiizinusahaperikanandiukurberdasarkanbesarnyatin

gkatusaha, jenis dansifatusaha sertajumlahijin.

Paragraf4



PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasall83

PrinsipdansasarandalampenetapantarifRetribusilzinUsahaPerikanandidasarkanpad
atujuan untuk menutupsebagianatau

seluruhbiayapenyelenggaraanpemberianizinyangbersangkutan.

Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi

Pasall8&4

(1) Struktur danbesarnya  tarifretribusi izinusaha  perikanandigolongkan
berdasarkanjumlahizin.

(2) Struktur danbesarnya tarifretribusi sebagaimana dimaksudpada
ayat(1l)ditetapkansebagaimanatersebutpada LampiranXXVyang merupakan

bagiantakterpisahkandariPeraturanDaerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggunaan TKA
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 185

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKAdipungut retribusi atas pemberian
Pengesahan RPTKAPerpanjangan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
Pasal 186

(1) Obyek  Retribusi Penggunaan  TKAmeliputi pemberian Pengesahan
RPTKAPerpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA.

(2) Pemberi Kerja TKA tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara
asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
jabatan tertentu dilembaga pendidikan.

(3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
adalah tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga
pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing.

Pasal187
(1) Subjek Retribusi Penggunaan TKAadalah Pemberi kerja TKA.
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib

Retribusi.



Paragraf2
GolonganRetribusi
Pasall188
Retribusi Penggunaan TKAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 185digolongkan

sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf3
Cara Mengukur Tingkat PenggunaanJasa
Pasal189
Tingkat penggunaan jasa Penggunaan TKA, diukur berdasarkan jumlah penerbitan

dan jangka waktu Penggunaan TKA di daerah.

Paragraf4
PrinsipdanSasaranDalamPenetapanTarifRetribusi

Pasal 190

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan TKAdidasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian Pengesahan RPTKAPerpanjangan.
Paragraf5
Struktur danBesarnyaTarifRetribusi
Pasal191

(1) Struktur tarif retribusi Penggunaan TKAditetapkan berdasarkan tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasall89.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah
berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib
Retribusi.

BAB VI
WILAYAHPEMUNGUTAN
Pasal192
Wilayah pemungutan retribusi adalahdi wilayahDaerah.

BAB VII
PEMUNGUTANRETRIBUSI



BagianKesatu

Tata CaraPemungutan

Pasal 193

(1) Retribusi dipungutdenganmenggunakan SKRDatau dokumen
lainyangdipersamakan.

(2) Dokumenlain yangdipersamakansebagaimanadimaksud
padaayat(1l)dapatberupakarcis, kupon, dankartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar,dikenakan
sanksiadministratifberupaDendasebesar2% (duaperseratus)setiap bulan dan
Retribusi yang terutang yang tidakatau kurang dibayardan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) PenagihanRetribusiterutangsebagaimanadimaksudpadaayat(3)didahuluidengan
Surat Teguran.

(5) Tata cara pelaksanaanpemungutan Retribusi

1)

ditetapkandenganPeraturanBupati.
Pasal 194
Bahwa untuk efektif dan efisiensi pemungutan retribusi wajib menggunakan e-

retribusi.

(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan melalui e-retribusi diatur lebih lanjut

(1)

(2)

dengan Peraturan Bupati.

BagianKedua
Pemanfaatan
Pasall195
Pemanfaatandaripenerimaan masing-
masingjenisRetribusidiutamakanuntukmendanai kegiatanyangberkaitan

langsungdenganpenyelenggaraanpelayananyangbersangkutan.
Ketentuan
mengenaialokasipemanfaatanpenerimaanRetribusisebagaimanadimaksud pada

ayat(l)ditetapkandenganPeraturanDaerah.

BagianKetiga
Keberatan

Pasall96



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

WajibRetribusitertentudapatmengajukankeberatanhanyakepadaBupatiatau
pejabatyang ditunjukatasSKRDataudokumen lainyangdipersamakan.
Keberatandiajukansecara tertulisdalambahasalndonesiadengandisertaialasan-
alasanyang jelas.

Keberatanharusdiajukan
dalamjangkawaktupalinglama3(tiga)bulansejaktanggalSKRD
diterbitkan,kecualijika
WajibRetribusitertentudapatmenunjukkanbahwajangkawaktuitu
tidakdapatdipenuhi karena keadaandi luarkekuasaannya
Keadaandiluarkekuasaannyasebagaimanadimaksudpadaayat(3)adalahsuatukea
daan yangterjadi diluar kehendakataukekuasaanWajibRetribusi.

Pengajuan keberatan tidakmenundakewajiban membayarRetribusidan

pelaksanaan penagihanRetribusi.

Pasal197
Bupatidalarnjangka waktu palinglama 6(enam) bulansejaktanggalSurat
Keberatanditerima
harusmemberikeputusanataskeberatanyangdiajukandenganmenerbitkanSuratK
eputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimanadimaksud
padaayat(l)adalahuntukmemberikankepastianhukum  bagi  WajibRetribusi,
bahwa keberatan yangdiajukanharus diberi keputusanolehBupati.
KeputusanBupatiataskeberatandapatberupamenerimaseluruhnyaatausebagian,
menolak atau menambahbesarnyaRetribusi yangterutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberisuatu

keputusan,keberatanyangdiajukantersebutdianggapdikabulkan.

Pasall98

(1) Jika pengajuankeberatan dikabulkansebagianatau seluruhnya kelebihan

(2)

pembayaran
Retribusidikembalikandenganditambahimbalanbungasebesar2% (duaperseratus)
sebulan untuk palinglamal2(duabelas)bulan.
Imbalanbungasebagaimanadimaksudpadaayat(1l)dihitungsejakbulanpelunasans

ampai denganditerbitkannyaSKRDLB.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

BAB VIII
PENGEMBALIANKELEBIHANPEMBAYARAN
Pasal199

Atas kelebihanpembayaranRetribusi,WajibRetribusidapatmengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalamjangkawaktupalinglama6(enam)bulan,
sejakditerimanyapermohonan pengembalian kelebihanpembayaranRetribusi
sebagaimana dimaksudpada ayat(1),harus memberikankeputusan.

Apabila jangkawaktu sebagaimana dimaksudpada ayat(2) telahdilampaui
danBupati tidakmemberikansuatu keputusan,
permohonanpengembalianRetribusi dianggapdikabulkanSKRDLB harus
diterbitkandalamjangkawaktupalinglamal (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utangRetribusi lainnya,
kelebihanpembayaranRetribusi sebagaimana dimaksudpada
ayat(1l)langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utangRetribusi
tersebut.

Pengembalian kelebihanpembayaranRetribusi sebagaimana dimaksudpada
ayat(1l)dilakukan dalamjangkawaktu palinglama?2 (dua)
bulansejakditerbitkannyaSKRDLB.

Jika pengembaliankelebihanpembayaranRetribusi dilakukansetelahlewat2(dua)
bulan, Bupati memberikan imbalanbunga sebesar2%(dua perseratus)
sebulanatasketerlambatan pembayarankelebihanpembayaranRetribusi.

Tata cara pengembalian kelebihanpembayaranRetribusi

sebagaimanadimaksudpada ayat(1)diatur dengan PeraturanBupati.

BAB IX
KEDALUWARSAPENAGIHAN
Pasal200

HakuntukmelakukanpenagihanRetribusimenjadi kedaluwarsa
setelahmelampaui waktu3 (tiga) tahunterhitungsejaksaatterutangnyaRetribusi,
kecualijikaWajibRetribusi melakukan tindakpidanadi bidangRetribusi.
KedaluwarsapenagihanRetribusi sebagaimana dimaksudpada
ayat(1)tertangguhjika:

a. diterbitkanSuratTeguran;atau



(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

b. ada pengakuanutangRetribusi dari WajibRetribusi, baik
langsungmaupuntidaklangsung.
Dalamhal diterbitkanSuratTeguransebagaimana dimaksudpada ayat(2)huruf
a,kedaluwarsapenagihandihitungsejaktanggal diterimanya
SuratTegurantersebut.
PengakuanutangRetribusisecara langsungsebagaimana dimaksudpada ayat(2)
huruf b adalahWajibRetribusi dengankesadarannyamenyatakan masih
mempunyai utangRetribusi danbelummelunasinya kepada PemerintahDaerah.
PengakuanutangRetribusisecaratidaklangsungsebagaimana dimaksudpada
ayat(2)huruf b dapatdiketahui dari
pengajuanpermohonanangsuranataupenundaanpembayarandan

permohonankeberatan olehWajibRetribusi.

Pasal201

PiutangRetribusi yangtidak mungkin ditagihlagikarena hak
untukmelakukanpenagihan sudahkedaluwarsadapatdihapuskan.

Bupati menetapkanKeputusanPenghapusanPiutangRetribusi
kabupatenyangsudah kedaluwarsasebagaimanadimaksudpada ayat(1).

Tata cara penghapusanpiutangRetribusiyangsudahkedaluwarsadiatur

denganPeraturanBupati.

BAB X
PEMBUKUANDANPEMERIKSAAN
Pasal 202
Bupati berwenang melakukanpemeriksaan
untukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanRetribusi dalamrangka

melaksanakan peraturanperundang-undanganRetribusi Daerah.
WajibRetribusi yangdiperiksawajib:
a. memperlihatkan dan/ataumeminjamkan buku atau catatan, dokumenyang

menjadi dasamya dandokumen lainyangberhubungandenganobjekRetribusi

yangterutang;
b. memberikankesempatan untuk memasuki
tempatatauruanganyangdianggapperludan memberikanbantuanguna

kelancaranpemeriksaan;dan/atau
c. memberikanketeranganyangdiperlukan.
Ketentuanlebihlanjutmengenaitata carapemeriksaan Retribusi diatur

denganPeraturanBupati.



BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal203

(1) Instansi yangmelaksanakanpemungutan Retribusi dapatdiberi insentifatas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberianinsentif sebagaimana dimaksudpada ayat(l)ditetapkanmelalui
AnggaranPendapatan danBelanjaDaerah.

(3) Tata cara pemberiandanpemanfaatan insentifsebagaimana dimaksudpada
ayat(l)diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 204

Subjek Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
besaran Retribusi tiap kendaraan.
BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 205

(1) PejabatPegawaiNegeriSipil tertentu di  lingkungan PemerintahDaerah
diberiwewenang khusus sebagaiPenyidikuntuk
melakukanpenyidikantindakpidana di bidangRetribusi Daerah,sebagaimana
dimaksuddalamUndang-UndangHukumAcaraPidana.

(2) Penyidiksebagaimana dimaksudpada ayat(l)adalahpejabat pegawai negerisipil
tertentu di lingkunganPemerintahDaerah yangdiangkatoleh pejabat
yangberwenangsesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidiksebagaimana dimaksudpada ayat(1)adalah:

a. menerima, mencari,mengumpulkan, danmeneliti
keteranganataulaporanberkenaan dengantindakpidana di bidangRetribusi
Daerahagarketeranganataulaporantersebut menjadi lebihlengkap danjelas;

b. meneliti,mencari,dan mengumpulkanketeranganmengenaiorangpribadi
atauBadan tentang kebenaranperbuatan

yangdilakukansehubungandengantindakpidana Retribusi Daerah;



c. memintaketerangan danbahanbuktidariorangpribadi atau
Badansehubungan dengantindakpidana di bidangRetribusi Daerah;

d. memeriksabuku,catatan,dandokumen lainberkenaandengantindakpidana
dibidangRetribusiDaerah;

e. melakukanpenggeledahanuntuk mendapatkan bahanbukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaanterhadapbahanbukti tersebut;

f. memintabantuantenaga ahli dalamrangkapelaksanaantugas
penyidikantindak pidana di bidangRetribusi Daerah

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan
atau tempat padasaatpemeriksaan
sedangberlangsungdanmemeriksaidentitasorang,benda, dan/atau dokumen
yangdibawa,;

h. memotretseseorangyangberkaitan dengantindakpidana RetribusiDaerah;

i. mernanggiloranguntukdidengar keterangannya dandiperiksasebagai
tersangkaatau saksi;

j- menghentikanpenyidikan; dan/atau

k. melakukantindakan lainyangperluuntuk kelancaranpenyidikan tindakpidana
dibidangRetribusiDaerahsesuai denganketentuanperaturanperundang-
undangan.

(4) Penyidiksebagaimana dimaksudpada ayat(l)memberitahukan dimulainya
penyidikandan menyampaikan hasilpenyidikannya
kepadaPenuntutUmummelaluiPenyidikPejabatPolisi Negara
Republikindonesia,sesuai denganketentuan yangdiatur dalamUndang-Undang

HukumAcaraPidana.

BAB XIV
KETENTUANPIDANA
Pasal206

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar.
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 207



(1) Pengelolaan Retribusi ditangani oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi,
Pelaksanaannya dikoordinir oleh Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan
Daerah sebagai koordinartor.

(2) Tugas dan Wewenang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati

(3) Pelaksanaan e-retribusi dilaksanakan paling lambat 2 Tahun setelah peraturan
daerah ini diterapkan.

Pasal 208

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB XVI
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 209

(1) Retribusiyang masihterutangberdasarkan PeraturanDaerah
tentangRetribusimengenaijenis
RetribusiJasaUmum,jenisRetribusidasaUsaha,danjenisRetribusiPerizinan
Tertentu,sepanjang tidakdiaturdalamPeraturanDaerahini
masihdapatditagihselamajangkawaktuS(lima)tahun terhitungsejaksaatterutang.

(2) Subyek retribusi izin mendirikan bangunan terhadap bangunan perumahan
dan pemukiman yangsudah berdirisebelum perda ini diterapkan, belum
memiliki izin mendirikan bangunan wajib mengajukan izin mendirikan

bangunan dan dikenakan dispensasi tarif retribusi 50% (lima puluh perseratus).



BAB XVII
KETENTUANPENUTUP
Pasal210

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Paraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun

2017 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 211

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1
(satu) tahun.
Pasal 212
PeraturanDaerah inimulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaporangmengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahini

dengan penempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBrebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATIB REBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

TTD

Ir. DDJOKO GUNAWAN ,M.T
Pembina utama madya
NIP. 19530903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : ( / 2021).



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga perlu
dicabut.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengelolaan dan
pemanfaatan retribusi daerah yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan
mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi Daerah.
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